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BUPATI SITUBQNDO

PERATURAN
BUPATT S1TUBONDO
NOMOR @ TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUCAS DAN FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITURONDO,

hahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otopomi dacrah dan penatasn
kelembapaan ¢i Kabupaten Situbondo, tendapal perubaban tugas dan
Iungsi pada Badan Kepcgawaian Dacrah Kabupeten Sstabondo

bahwa puna maksud schagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan
Bupati Momor 55 Talun 2(108 tentang Uraian Tugas den Fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Situvhondo sudah tidak sesuai lagi
dalam perkembangannya schingga getlu diganti ;

bahwu puns maksad scbagaimana huruf a dan b konsideran imi, perin
mengatur Uratanr Tagas dan Fungsi Badan Kepegawatm Dacrzh
Kabupaien Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Pcrataran
Bupati.

Undanp-Undang Nomor 12 Tabun 1930 teniang Pemmbentuken Dacrah-
daerzh Kabupaten Datam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Tndonesta Tahum 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undeng Nomor 4§ Tabun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepepgawaian (Lembamn MNegora Republik indomesia Talmm 1974
Numor 55, Tambaban [embaran Negama Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimans telah divbah dengan Undang-Undang Momor 43
Tahun 999 tentang Perubahan Afas Undang-Undang Nomor 8 Tafmn
1074 tentang Pokok-pokok Kepegawaian {}.emharan Negara Republik
Indomesia Tahun 1999 Nomwor 169, Tambahan Lembaren MNegam
Republik Imdonesia Nomar 3890

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2043 terang Keuangan Megara
{Lembaran Nepars Repoblik Indopesin Tehun 3003 Nomows 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



1¢.

il

12.

13.

14.

k5.

indang Undang Nomor [ Tahun 2004 tentang Perbendaharman Negara
(Ecmbaran Megara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 03,
Tambshan 1.embaran Negara Republik [ndoncsia Nomor 4355 )

Undang Tindang Nomor 10 Tahum 2004 tentang Pembentukzn Peraturan
Peruncangundanpan  (Lembaran WNepara Republik Indoncsta Tabom 2004
Momor 53, Tambahin Lembaran Megara Republik Indoesstz Nomor 4389);
Undang-Thedang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencapamm
Pembangunan Nasional ( L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 MNomwr 144, Tembahan Lembaran Megara Republik ndomesia
Namor 4421);

Undang—/ndang Nomor 32 Tahun 2004 tenlany Pemcrintahan Daerah
{Lembaran Ncpara Republik Indonesin Tabhun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesic MNomor 4437)
sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahanm Kedua Ates Undang-Undang Nomor 32 Tabun
2004 tenlang Pemerintahan Daerah {Lembaron Megara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Tembaran Negara
Repnthlik Indonesia Nomor 4844,

Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanp, Perimbangan Kevangan
Antarn Pemenintah Pusat dan Pemneriniahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 126, Tambaban Lembaran
Newara Republik Indoncsia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Mama
dan Pemindahan Tempat Eedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Ponarukan  (Lembaran  Negara Republik Indonesta Tahun 1972
MNomor 58);

Peraturan Pemerintak Momor 100 Tahun 2000 tentang Memganghkatam
Pepowsi Negeri Sipil Dalam Jabotan Strafcnrat (Lemharan Negars
Republik Indonesia Takun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran

‘Negara Bepublik Indonesia Nomor 4018) sebagaimema telah diubah

dengan Peratoean Pemrerintah Nomor 13 Tamm 2002 tentang Pernbahan
Alas  Peraturan  Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkalan Pegawai Negeri Sipil Dlalam Jabatan Steukural
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nowmnaor 4194),
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawal Negeni Sipil
(Lembaran Nepara Repubhk Indenesia Tahun 2003 Nomor 15,
Twrmbodrar Letebaran Negara Republik Indonesia Nemor 4263);
Peraturan Pemerintsh Nomor 38 Tahun 2005 fentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah {Lembaran Nepara Hepublik Indonesia Tabun 2005
MNomor 140. Tambahan Lembaran Negara FKepublik  Indonesia
Nomor 457K, ;

Peraturan  Pomenotah Nemwor 79 ‘Tahun 2665 tomtang Pedoman
Pembinaan dun Pempawasan Penyelengpuraan Pemerintahan  Daerah
(L.embaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1635,
Tambahan [ embaran Nepara Republik Indonesia Nospor 4594),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talunm 2007 tertang Pembagian Urusan
Pemerintnhan Antara Pemerintah, Pemcrintaban Dacrah Propinsi, des
Pemerintahan MNaersh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik
Indencsia Tahun 2007 Nomor B2, Tamhahan lembaran Negara
Republik Lndoncsia Nomor 4737);

Perniurim Pemerimiah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangioat

Derah (Lembaran Negars Republik udonesia Talgn 2007 Nemor 39,
Tambahar Lembaran Negara Republik Tndonesia Nosmoe 4741



Menetapkan :

I6. Peraturan Memeri Datam Neger Nomor 13 Tabun 2006 tentang
Pedomun Pengelolaan Keuangan llaerah sebagaimana t¢lah divbah
denpgan Peraluran Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perphahan Atas Peruturan Menterd Dalam Negeri Womor 13 Tahon 2006
tenlang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahvn 2006 tedang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

18. Pertoran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Progethr Peryusaran Produk Thakum Ducrah:;

19. Peraturan Menter Nalam Megeri Nomer 23 Tahum 2007 testanz Pedoman
Tata Cars Iengawasan Atas Penyelenpgaraan Pemerintah Dacrah;

28, Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pangawasan l'erdivran Dacrah dan Peraluran Kepala Daerab;

21. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 57 Tshun 2007 tentang
Petunjuk Teknis "cnataan Organisasi Perangkat Diaerah;

22, Pemturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Vrusan Pemerintahan Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaram Daerah
Kabupsaten Sitthonde Tahun 2008 Nemor 2);

23, Peraturan Daersh Kabupaten Situbonde Momaor 04 Tahun 200R tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembapa Teknis Dacrah Kabupaten
Situbonde (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahem 2003
Namor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATI/RAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Nalam Pernhmun Bupati ini yang dimaksud dengan -
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adstzh Bupati Situbondo.

3.  Dowan Perwskilan Relkyat Daerah yang selanjutnya disebnt DI'RD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondks.

4.  Pemerintah Daersh adalah penyelengparaan wrusan pemerintahan oleh
pemerintahan daerah dan DPRD menunnt asas otonomi dan tugas
pembaitzan dengan prinsip otonomy ssluas-lessnya dalam sisteom dan
prinsip Nepara Kesatuan Republik Indonesia sebapgimana dimaksid
dalam Undany-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

5. Pemerinlahan Daerah adalah Bupath dan peremphat doerah sebogad vaear
penyelenpgara pemerintphan daerah

6. Nekreiaris Daerah adalah Sekretaris Daecah Kabupaten Sitabondo.

7. Badan Kepegawsian Dwaerah, yanp sclanjutnya disebut Badmn adalah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sitchondo.

BE. Kepaln Badun adatah Kepala Radan Kepegawaisn Daerah Kabupaten
Situbondoe.

. Pegawni Negeri Sipil Dacrah adalab Pcgawal Negeri Sipil Daerah
Kabupaten yang gajinya dibebankan peda Angparan Pendapatan Dan
Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dikarjakan di
huar instansi induknva,
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Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dacrah adaloh keseluruhan upaya-
upaya untuk meninghalkan  cfisicnsi, efektifitas  dan  derajat
profesionalisme  penyelengguraan  tugas. fungsi dan  kewajiban
kepegawuian vang meliputi perencanuan, pengadaan, pengembangan
kualitas, penempatan, promosi, penggdjian, kesejahteraan dan
pemberbentian Pegawai Megeri Sipil Dacrah.

Linit Palaksana Teknis Badan, sclanjutnya disingkat UPTD, adalah umsus
pelaksana operasinnal Badan.

BAE [l
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGS1

Pasal 2

Badan Kepegawaian Daerah merupakan Lembaga Telmis yang
membani: wgas Bupatl selad: Pejabat Pembina Kepepawaian dalam
melaksanakar manajermen Pepawai Negen Sipil Daerah.

Badan Kepcpawaian Daerah dipimpin oleh Keprala Badan yang berada di
baw:h dan bertanggung jawah kepada Bupati melatui Sekaetaris Dacrah.
Badan Kepegawaian Daemh dalam melaksanakan tugasnya di bidang
teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sckretaris Dacrah.

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah mempunysi tugas membantu Buopati dalam
melaksanakan manajemen Pegawai NMegen Sipil Dacrah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugss sebagatmana dimaksud dalam Pasal 3, Badan
Kepegawaian Lraerah memvelenggarakan fingsi -

a,

penyiapan penyusunan Perateran Perundang-undangan Daerah di bidang
kepegawaian sesuai dengan porma, standar, dan prosedur  vang
ditctapkan Pemetintah;

perencanaan dan pengembangan karicr kepegawaian Dracrah;

penyiapan kohijakan teknis pengembangan karier Pegawad Negeri Sipif
1Jaerah:

penyiapan  dun  pelaksanaan pengangkatan, kepaikan pangkat,
pemnindihan, dan pembethentian Pegawai Megeri Sipil Dacrak sesuai
dengan norma, standar, don prosedur veng ditetapkan dalam Peraturan
Penmdang-undangan;

pelayanan administrasi kepegawaian daflam pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian dalam dan dari jabaten strukiural atan fungsional
scaoat Jdongan nonma, stoka, dan prosedur yamg ditclephon  dalam
Pemturan Perundang-undangan,

penyiapan dan penetapan pension Pepawsi Negeri Sipil Dacrah sesuai
dengan norma, standar, dan proscdur vang ditetapkan dalam [Peraturan
Penmdang-undanygan;

penyiapan penctapan gail, tusjangan, Jan kesejuhtersan Pegawai Negeri
Sipil Daucrsh scsuai dengan norma, standar, dan prosedur vang
ditetapkan dalamn Peraturan Perundang-ondangan;

penyelenggaraan administrasi Fegawai Negeri Sipil Daerah;

pengelolaan sistem informasi kepepawaian Daerah:
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penyampaian  informasi  kepegawaian  daerah  kepada Badan
Kcpegawaian Negura;

penvelcnpgaraan pendidikan dan pelatiban Pegawai Negeri Sipi;
pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan dalam linploop Baden;

pengelolaan urusan ketatausabaan;
pelaporan hasil pelaksanann tugas; dan
petaksanuan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAR I

ORGANISAB]
Pagal 5

Susunan Organisasi Badan Kepepawaian Daerah terdiri dari -

a
b.

(1)

{2

(3}

Kepala Tiadan.

Sekrelariat, membawsehi

L. Swvb Ragian Umom;

2. Sub Bagian Keuanpan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan, Fvaluasi dan Pelapuran.
Bidang Pengembangan dan Mutasi, membawahi ;

1. Sub Ridang Formasi, Penpadaan dan Mutasi; dan

2. Sub Bidang Kepaanpketen, Pemnberhemntiar, dan Pengitn.
Ridang Pembinaan dan [nformasi Kepegawaian, membawahi :
1. Sub Bidang Permbinaan dan Kcsejahteraan Pegawai; dan
2. Sub Midang Deta dan Dokimerntasi.

Bidang Pendidikan dan Pelanhan, membawnah :

1. Sub Bidang Penjenjangan; dan

2. Sub Ridang Teknis dan Fungsional.

Undt Pelaksana Teknis Badan

Kclompok Jabatan Fungsional.

Pasal &

Sekretarial dipimpin oleh Sekretaris, Bidung dipimpin olch Kepala
Bidans vang masing-masing berada dibawah dan bertangpong jawab
kepada Kepala Badan.

Musing-masing Sub Bagun dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
bernda di bawah dan bertangpung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang vang
herada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
BAB TV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Baygian Kesatu
KEPALA BADAN
Fasal?

Kepale Badan mempunyai lugas memimpin, melakukan koordinasi dan
pengendalian dalam penyelenggaraon kegiatan i bidung kepegrwaion dreyah.



Bagian Kedua
SEXRETARIAT
[Pasal 8
Sekretariat  mempunyai  lugas membantu Kepala Badan  dalam
pengkoondinasian, pemvisonan  program dan pelakssmasn evakuasi

prenyelengparann tugas-tugas Bidang secara terpadu den tapas pelayanan
administeatif kepada selurvh satuan organisast dalam lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tuges sebapaimana tersean dalam Pasal 8, Schkretariat
ienyclengegarakan fangsi :

a.  pelaksanaan tafa uysaha kantor, perlengkapan, uwosan romgh tangpg
dinas, dan administrast di lingkungan Badan;

proyusunan rencana kegiatan tahunan Baden;

pengkoordinasian penyusunan program dan penyvelenpgaraan topas—
tngas bidang sceara terpadu;

penyiapan bahan evaluasi tugas  mgas bidang secara terpadu;
oclaksanaan urasan keuangan;

& E

pelakzanaan vprusan vmam,

pelaksanaan urusan kepegawaian;

polaksenaan keptatan Xetatausaheam;

pelaperan basil pelaksanaan tugas: dan

pelaksanaan fagas kedinasan lein yang diberikan oleh Kepala Badan.

SO
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Paragraf |
Sub Bagian Umum
Pasal 16
(1) Sub Bagian Umuom scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka

1. mempunyai nxgas melak simakan tatz asaha ymum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimrana dimeksed pads ayet (1), Sub

Bagian Umum menyelengzarakan fonpsi :

a. pelaksanasn urusan rumah tangpea dan protokol Badan:

h. pelaksanaan pengadaan kebutihan bareng trmasiuk benda berharga
dan pengadministrasian bzrang-beranr  keperluan Badan  dan
perbekilim luing
pelaksanaan yrusan surat-menyurat,
pencatatan dan pelaporan barang inventaris:
pengadann dan pemeliharaan perfengkapan;
penyelenpparasn  Lugas  kepegawnian  Badan yang meliputi
pengumpalan daia kepegawsian, pembunien  Daftar Ui
Kepanpkatun, mcompersiapkan  wsulan-usulan yang menyangkue
kenaikan pati  herkala, kemaikan pangkat, mirtasi pegawai,
pengangkatan dan pemberhention pegawais
g penvelenggaraan kesejahtersan pegawai;

k. penyusunan Lapoeran Kepegawaian:
i. pelaksanaan ketatausahium;
1. pelaporan husil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris: dan

-
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k. polaksanean tugas kedinasan fain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Parusgral 2
Sub Bagian Kcuangan
Pasal 11

Sub Bagisn Keuangan sebapaimana dimaksud dadam Pasal 5 huruf b

angka 2, mempunyai fugas melaksamakon ketatausahaan dan vata usaba

keuanpan,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Kenangan menvelenggarikan {imgs: :

2. penyusunan dokunen pelaksanpan kegiatan dan anggaran serta
dukumen pelaksmaan amggisran;

b. penyiapan reneana pelaksanaan anggaran Badan,

¢. pclaksanaan  administrasi  kepangan Badan  yang  mehput
panbukuan, rcalisasi anggaron pendapatan dan belanjs badan seria
pembayaran gaji pegawai,

d. penyiapan laporan pertangumg)awaban keuangan Badan;

& pengurusan penyelesatan tuntutan panti gl dan hiayn pengeluaran

Badan;

pembuatan laparan bulanan realisasi fisik dan kerangan,

pelaparan hasi! pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

peluksanaan tueas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7o

Paragraf 3
Suh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

PFasal 12

Sub Rapien Perencanaan, [valuasi dan Pelaporan  sebagaimana
diroukstid defemn Pase! 5 homuf b oaogka 3, mempunyst dugas
melaksanakan perencanaan kegratan, evaluasi da pelaporan.

Dalame melaksanakan tupas sebagaimana dimaksid pada ayat (1), Sub
Bapian Perencanaan, Eveluasi dan Peleporan menyelenggarakan fongsi -
a. penvusunan Rensta dan Renja Buadan;

b. penyusunan RKA Jdan DIFA DPendapalan, Belagia dan Pembiayaan
Badan;

penynsunan Biudaya Kerja Badan;

peoyusunan LAKIP Badan;

penyusunan cvaluast kegiatan Badan;

pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Badan;

penyuwsunan  lLaporan  Penyelenpparaan  Pemerintahan Dacrah
(LPPD);

h. pelaksanaan ketstaucahasn;
i. pelaporan hasil pelaksanaan tegasnya kepada Sckretaris; dan

m o p o

j- pelaksanaan tugas kedinazen lain yanp diberikan oleh Selretaris

sesuai dengan mwgas dan fungsinya.



Dagian Keriga
BINANG PENGEMBANGAN DAN MUTAST
Pasal 13

Didang Penyembangan dan Mutasi mempunyai tuges membantu Kepala
Badat dalem menyelengearekan pengadann, pengamgkatsn dalam jabatam,
mulasi, pengembangan karier, ujian dines, dan mengurus pentberhentian
pepawai serta pehsiun.

Pazal 14

Dalam meluksanakan tupgas sebapaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang
Pengermbangan dan Mutasi menyelenggarakam fungst :

d.

s

e

[2)

penyustmnon rencana pengadaan, pelaksamakan vjian penerimaan Calon
Pegawal Negeri Sipil Tiaerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangar;

penyiapan dan pelaksunuun pengangkatan dalam jabatim sirukteral dan
tungsional, seria pemindshan Pegawai Neperi Sipil Daerah sesnoi
dengan Peruturan Perundang-undangan;

penyiapan dan pelaksanaan kenaikan Gaji Betkala, dan  kenaikamn
pangkal Pegawai Nepgeri Sipil Tluersh sesusi deogan Fereturan
Perundang-mdangan;

pemmosesan  pemberhemian sebelum mencapat batas usia pensiun,
pemberhentian sementara dan pemberbentian Pegawai Negeri Sipil
Dasrah vang telah mencapai balas usia pensiun;

perencamaan dan peisksanaan pengembangan karier, myian dinas, dm
penyesuaian ijasah Pegawai Megeri Sipil Daerah;

pelaksanaan kegiatan ketatousahansn;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tupas kedinosan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Parugruf 1
Sub Bidang Formasi, Pengadaan, dan Mutesi
Pasal 15

Suh Bidang Formasi, Pengadaan, dan Mutasi sebagmmana dimaksud
dolam Pasal 5 horaf ¢ anpka 1, mempomyai tegas melalsenakon
sebagion ragas Bidang Pengembangan dun Mutasi i bidang formasi,
penpndaan. dan mutask.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Formasi, Pengadaan dan Mutasi menyelenppamkan fungss :
a. pengumpulan dan pengnlabsn dats peyawal dengan Lnit Kerga unmnk

perencanasn dan pengadaan pegawai;
b. penwescsan susunan pegawai (formasi)
c. penyelesaian administrasi kepepawaian meangenai  pengangkatan

Pegowad Negari Sipil;
d pelaksanaan pjian penerimaan Calon Pegawni Weper Sipil;
c. penylapan dnta‘ﬂﬂn bahan perbmbangan  dalam  angka

penpangkatan, pemindahan dan pemberhestizn Pegawai Negeni Sipil

(PN} dalam jabatan struktural dan fongsional sesuai ketentuan yang
berdako ;

f.  pelaksanaan ketatausahaan ;



(1}

(2)
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g. pelaporan hasil mefaksanakan tugasnya kcpade Kepala Bidang
Pengembangan dan Mutasi ; dan

h pelaksanaan tugas kedinasan lzin yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembanpan dan Mutasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Poragraf2
Sub Bidang Kepangkatan, Femberhentian, dan Pensiun
Paszal 16

Sub Bidang Kepangkutan, Pemboerhentiin, dan Pensiun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ angke 2, mempuny:  togas

melaksanakan scbagian tugas Bidang Pengembangan dan Mutasi di

hidang kepangkulun, pemberhentian, dan pensmun,

Dalam melaksanakan tugas schapaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Midang Kepangkatan, Pemburbentzan dan Pensrun menyelengarakan

funpsi :

a. pelaksanaan  penyelesaian administrasi  kepegawsian  mengenai
kenaikan pangka! dzn kenaikan gaji;

b. penvelesaian administrnsi  kepepawaian mengenai pentherhentian
pezawai negen sipil dengan hak pensivn;

¢. pelakspnasan ugian dinas dan igisan penyesaaian ijasah;

d. pelaksanaan ketatausahaan;

e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang
Pengembangan dan Mutasi; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan dan Mutasi scsuai dengan tapas dan firesinya.

Bagian Keempat

RIDANG PEMBINAAN DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Bidang Porabingan dan Infenmasi Kepegawaian mempmyai fugas membanto
Kepala Badan dalam menyusen perencanaan pengendalian  pegawai,
pembinuun  disiplin, peogawasan, dun pengelolaen pusat informasi data
kepegawitian.

Pazal 18

Dalem melaksanakan tugas sehagaimina tersebut dalam Pasal 17, Bidang
Pembinoan dan Informesi Kepegawam menyclenggarakan fumesi -

a

b.

punyusunan {ancangan Peratran  pemodmg-undangan di  bidang
kepegawaian daerah ;

penvusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawni
Megeri Sipil Dacmh ;

perencanasn dan pelaksangan pomberian penghargaan kepada Pegawal
Negen Sipil Dacrah ;

porumusan dan pelaksanagn pemberian hokuman bagi Pegawai Negeri
Sipil Dacrah yang melakukan pelangparan disiphin ;

perumusan dun pelaksanaan pemberian izin perkawinan dan penceraian
bayi Pegawai Meperi Sipil Daerah ;

perencanaan dan pclaksanaan pengelolaan data kepegawnian
pclaksanasar kegiatan ketatansahasn :
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pulaporan husit pelaksanaan tugas ; dan
pelaksannen tugas kedinasan luin yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1l
Sub Bidave Pembinsan dan Kesejabteraan Pepawai
Fasal 19

Sub Bideng Pembingen dan Kescjabierase Pegawal scbageimana

dimaksud dalam VYasal 5 lhuoref d angka 1, mempunya  tagas

melaksanakian  sebagian tugas Bidang Pembinaan dan  Informasi

Kepegowmnn i bidang pembinaan dan kesejabtersan pegawai.

Dalam melaksanakan tupas sehagaimana dimakswd pada ayat {13, Sub

Bidang Pembinean dan Kescjahterasn Pepawal menyelenpparakan

fungsi :

a penyizpan peramusan kebijakan pemberian penghargaan/tands
kehormatan dan kesejahtersan bagi pegawai pegeri sipil;

h. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pembinaan pegawai;

¢. pembingan dan merumuskan pemberian perijinan perkawinan dan
peENceraian pepawais

d. pemberian cuti perawai;

€. perunusan peluksapaan pemberian hukinan basi pegawal peperi
sipil daerah vang melakukan pelangparan disiplin;

I penvelenggaraan segala sesvatu yang berkenzan dengan kedudukan
hukum pegawni;

p. pengumpulin dan pengolahan bahan wnuk pelaksanaan penyusonan
laparan program percepatan pemberamtasan konupsi;

h. pelaksanaan ketatansahaan;

i. pelaporar hasil pelaksanaan  tupssnys kepade Kepala Bidang
Pembinaan don Info rmasi Kepegawaian: dan

J.  pelaksanaun Woyas kedinasan lzin yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembinaan dan Informasi Kepegawaian sesu dengan tupas dan
fimgsinya,

FParagraf 2
Suhb Bidang Data dan Doliementasi
Pasal 20

Hub Bidany Data dan Dekumentasi sehagaimona dimaksud dalar Dasal
3 burul’ d angks 2, mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas
Bidang Pembinman dan Informasi Kepegawaian di bidang Data dan
Dolumetitasi.

Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimeksud pads ayat (1), Sub

Bidang Data dan Dodoumentasi menyelenggarakan fingsi ;

a. penghimpunan dan mengilkuti perkembangan peraluran perundang-
undangan dafam hidang kepegawaian:

b. perekamsm dan pemulakhiran data pegawai;

c. penyelc_nggaraan perunusan naskzb laporan dan perrvediasn data
pegawai;

d. penyuwsunan dan pengolahan data pegawsi dalam hentuk data
elektronik ataupun data mamual fisik;

€. pembenian informasi yang berkaitan dengan hidang kepegawaian;
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T, pengevaluzsian kelengkapan dan akurasi data tentang informasi
kepegawnian dun informasi pendukungnye;

g peleksanaan ketatausahaan;

. pelaporan hasil pelaksunaan fugasnya kepada Kepala Bidang
Pembinaan dan Informasi Kepegawaian; dan

i pefaksanum lugas Eedinasan [ain yang diberikan ofeh Kepala Bidang
Perabinaan dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
funpsinya.

Ragian Kelima
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Tasal 21

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai mgas membantu Kepala Badan
datam mengumpalkzn bahan penyusunen program pendidikan dan pelatihan
bagi Pepawai Wegeri Sipil Daerah dan upaya-upaya peningkatan SDM

;‘q:naralur Pemerontah antara lnin melipub  penvelengearaan pelatihan
pengajaran, {atihan prajabatan, dan tupas belajar.

Fasal 22

Dalam melaksanakan mgas sabagaimana tersebng dalam Pasal 21, Hidang
Pendidikan d:mm Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

o

{1)

(2}

porcncanaan dan penyusoman program pelaksanass pendidikan dim
pelatiban Pegawai Wegeri Sipil Dacrah dan Aparatir Penyelengpam
Pemerintah Doerah;

penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatitum Pegawa MNegeri
Sipil Daerah dun Aparatur Penyclengpara Pemennitah Daerah,
percncanaan dan  penyusunan progrom peningkatm SDM Aparatur
Penyelenggara Pemerintah Dacrah;

perencanaan dan pelaksanaan program tugas belajar bagi Pegawa
Neperi 3ipil Daerahs;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas don

pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf
Sub Bidang Penjenjangan
Pasal 23

Sub Bidang Penjenjanpan sebagaimana dimaksud dalam 5 burnaf e

anpka 1, mempunys tapas meclakaamaban schapian tigas Bideng

I'erxlidikz=n dan Pelatihan di bidang penjenjangan.

Dalam melaksanakan tagas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suh

Nidang Penjenjangan menyelenggarakan fimgsi

4. peoyuwsungn propram pendidikan dan pelabhan Strukiural prajabatan
dan tugas belaac,

b pﬂ'l_ye.lmggaman program pendidikan dan pelatiban strukhuoal dan
prajabatan;

¢. pengevaluasian terhadap pelaksanaan dan hasit pendidikan dan
relatthan Struktoral;

d pelaksannan ketatausahaan;



12

e. pelaporan hasil pelaksanaan tupgasnya kepada Kcepala Bidang
Pendidikan dan Petatihan; dun

f. pelalksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Purzgraf2
Sub Bidang Teloxis dan Fungsional
Famal 24

{1y  Sub Bidang Teknis dan Fungsional scbagaimana dimaksed dalam Pasal
3 burof € angka 2, mempunyai tugas meiaksanakan sebagian tugas
Bidanp Pendidikan dan Pelatiban di bidang pendidikan dan pelatiban
teknis dim fungsiomal.

{2)  Dalam melaksanskan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sub
Bidang Teknis dan I'yngsional menyelenguarakan fungsi :

a penyieuwan pogran pendidikan  dap  pelatiban  teloiz  dan
fungsional;

b. ponyelenggaraan program pendidikan dan pelatiban teknis dan
[ungsional bagi Pegawai MNegeri Sipil dan Aparstur Penvelenggara
Pemerintah Dacrah;

c. pelaksansan ketatausahsan;

d. pelaperan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Didang
Pendidikan dan Pelatiban: dan

¢. pelaksmaan tugas kedinasan lain yanyg diberikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan dan Pelatihan seanai dengan tupas dan fungsinya,
BAB Y
KETENTUAN PENITUD
Pasal 25

Dengan berlekunva Peraturan Bupati int, maka Peraturan Bupati Situbendo
Moawr 55 Tahure 2008 temtang Urmiam Tugss dan Fungst Badar Kopegawand
Daceah Kabupaten Stabondo dicatnat dan dinyataken tidek berlaku.

Fasal 26
Peraturan Rupati ini mulai berlaku pada tanggal divardangk:m.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mcemcontahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbondo.
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Diundangkan i Situbonde

pada tanggal
My SEKRET ARIS DAERAY
KABUPATEN SITLIBDNDO,

Ir. H. FA
Pembina Utama Muoda
NIP. 19570104 198303 1010
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